
Menimbang

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR (;!:J TAHUN2021

TENTANG

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH

TAHUN2021-2026

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

: a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat

(1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

UndangNomor9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun

Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

ditetapkan denganPeraturanBupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

StrategisPerangkatDaerahTahun 2021-2026;

-:



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

/'
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerin tah

Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi

/'



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 2 Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKATDAERAHTAHUN 2021 - 2026.



BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaterr/kota yang

dipimpin oleh camat.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

dengan BAPPEDAadalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk

peningkatan kesejah teraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur untuk periode 5 (lima) tahun.



12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima)tahun.

14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

15.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima)Tahunan.

16.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

17.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

19.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

22. Kinerja adalah capaian keluararr/hasil/ dampak dari

kegiatari/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan.

23.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).



BAB II
KEDUDUKANRENSTRA-PD

Pasa12

(1)Renstra-PD merupakan penjabaran dari :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2021-2026; dan

b. memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan

kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah

ten tang RPJMD.

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan

digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BABIII
RENSTRA-PD

Pasal3

(1) Rentra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BABII Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

BABIV Tujuan dan Sasaran

BABV Strategi dan Arah Kebijakan

BABVI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BABVII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BABVIII Penu tup

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari

dokumen Renstra-PD.

(4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat informasi ten tang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

/'



periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra- PD ini.

(5) Permasalahan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas

dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

(6) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat

Daerah.

(7) Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam

lima tahun mendatang.

(8) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

(9) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

(10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala

Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD.

(11) Penetapan Renstra-PD tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

PENGENDALIAN,EVALUASIDANPELAPORANPELAKSANAANRENSTRA
Pasal4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Renstra-PD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan

b. pelaksanaan Renstra-PD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;



b. pelaksanaan Renstra PD; dan

c. hasil Renstra-PD.

(4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian

QlAH OITElITlJ}OOARf{nlrQl1aPerangkatDaerah.
Kabag Hukum Dan rending· uni!allgan

BABV
PERUBAHANRENSTRA-PD

Pasal5

.'~;BEI:~1i~r~1~lD~0~lS~] Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan
... -i?0m\':vir:;.~ 'il'r"! !I~ll"JIb~.,.~..
iJir. ~97i)llJRl~IDl {iO~

(2) Renstra-PDperubahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

denganPeraturan Bupatio

BABVI
KETENTUANPERALIHAN

Pasal6

Dalam hal Renstra-PD belum ditetapkan, penyusunan Renja-PDberpedoman

pada RKPD.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan

Bupati ini denganpenempatannyadalam Berita Daerah KabupatenTanjung

Jabung Timur. _,__,,_~"..""
_~..--'n"'"::'~~8£;~~ARAI·~NYA\
\ ,.ELA'·\ ~~;~L~BAPPEDA \.
~ !~~. \
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Ditetapkan di Muar abak
pada tanggal 20 2021

(BO~ T;\NJUN J

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~November2021
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,...

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2021

NOMOR Vb



LAMPIRAN
PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN2021
TENTANGRENCANASTATEGIS PERANGKATDAERAH
TAHUN2021-2026

PENETAPAN RENCANA STATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

1. Inspektorat.
2. Sekretariat Daerah.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah.

5. Badan Keuangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Beneana Daerah.

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

10. Dinas Pendidikan.

11. Dinas Kesehatan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
18. Dinas Ketahanan Pangan.
19. Dinas Lingkungan Hidup.

20. Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana.

23. Dinas Perhubungan.
24. Dinas Komunikasi dan Informatika.
25. Dinas Koperasi, Usaha Keeildan Menengah.
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
29. Dinas Perikanan.
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan.



32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

33. Kecamatan Muara Sabak Barat.

34. Kecamatan Muara Sabak Timur.

35. Kecamatan Mendahara.

36. Kecamatan Mendahara Ulu,

37. Kecamatan Geragai.

38. Kecamatan Kuala Jambi.

39. Kecamatan Dendang.

40. Kecamatan Berbak.

41. Kecamatan Rantau Rasau.

42. Kecamatan Nipah Panjang.

43. Kecamatan Sadu.

H. ROMI

~lAH D!TElITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Da Perundang. Undangan


